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LKJ Biro Perekonomian

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang
telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga
penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dapat terselesaikan pada waktu yang telah
ditentukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Dengan
demikian, Penyampaian ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ini merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 69 ayat 1 dan pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk itu,
dengan mengacu kepada pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2007, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagai Unit Kerja di
bawah naungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berkewajiban pula
menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan wuntuk memberikan laporan
pertanggungjawaban terhadap kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 kepada Gubernur sekaligus menjadi bahan
informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dijalankan oleh Biro
Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun 2021
secara transparan dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Biro
Perekonomian ini masih terdapat kekurangan baik dalam metode penyajian
maupun dalam kelengkapan datanya, oleh karena itu kami membuka diri untuk
menerima masukan berupa kritik dan saran atas isi laporan ini demi
kesempurnaan dalam penyusunan laporan untuk tahun-tahun berikutnya.

Kepada Tim Penyusun yang telah bekerja maksimal menyelesaikan
penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ini, kami atas nama Biro Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua,
Amin.

Pontianak, Februari 2022
Kepala Bir ekonomian,

Pembina Tjingkat I
NIP. 19790302 199802 1 001



BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB |
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALBAR

1. Pendahuluan

Berdasarkan  Peraturan Daerah  Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada pasal 5 angka 1 dijelaskan
bahwa Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

terdiri dari :
1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinir :
a. Biro Pemerintahan;
b. Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
c. Biro Hukum.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinir :
a. Biro Perekonomian;
b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan
c. Biro Administrasi Pembangunan.
4. Asisten Administrasi dan Umum, mengkoordinir :
a. Biro Organisasi;
b. Biro Umum; dan
c. Biro Administrasi Pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah terdiri dari :
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BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Sekretaris Daerabh;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten 1);
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten Il);
Asisten Administrasi dan Umum (Asisten Ill);

Biro Pemerintahan;

Biro Kesejahteraan Rakyat;

Biro Hukum;

Biro Perekonomian;

© ©o N o a0 ~ 0 DD

Biro Pengadaan Barang/Jasa;
10.Biro Administrasi Pembangunan,;
11.Biro Organisasi;

12.Biro Umum;

13.Biro Administrasi Pimpinan;

Adapun Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat secara
struktural berada dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten
Perekonomian dan Pembangunan. Berdasarkan Peraturan Gubernur
Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat pasal 110 Biro Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam
pasal 109 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah
perekonomian, sumber daya alam serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Layanan Umum Daerah sedangkan pada pasal 111 untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 110, Biro Perekonomian mempunyai
fungsi :

a. Perumusan program kerja di bidang perekonomian;

b. Perumusan kebijakan pemerintah  daerah  dibidang kebijakan
perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan

perundang-undangan;
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BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi dibidang
perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

. Pelaksanaan koordinasi dibidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD
dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

. Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi dibidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan
BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

. Pelaksanaan fungsi lain di bidang perekonomian yang diserahkan oleh
Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Perekonomian dan

Pembangunan.

Struktur Organisasi

Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh 1

(satu) orang Pejabat Struktural Eselon Il (Kepala Biro) dan terdiri dari 3
(tiga) Bagian masing-masing dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon Il
(Kepala Bagian) dan terdapat 9 (sembilan) Sub Bagian yang masing
masing dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon IV (Kepala Sub Bagian).
Adapun Struktur Organisasi pada Biro Perekonomian Setda Provinsi
Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :
a. Kepala Biro,
b. Bagian Kebijakan Perekonomian, membawahi;

1) Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro;

2) Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro;

3) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
c. Bagian Sumber Daya Alam, membawabhi;

1) Sub Bagian Sumber Daya Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan

Perikanan;
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BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2) Sub Bagian Sumber Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
dan
3) Sub Bagian Sumber Daya Energi dan Air.
d. Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah,
membawabhi;
1) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka
Usaha;
2) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan
Sanitasi; dan
3) Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
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SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
e e
1
KELOMPOK JAFUNG
BAGIAN REEASSEE BAGIAN SUMBER DAYA BAGIAN BADANI it
PEREKONOMIAN LA MILIK DAERAH DAN
BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH
KASUBBAG ANALIS KASUBBAG PERTANIAN,
EKONOMI MAKRO KEHUTANAN, KELAUTAN KASUBBAG BUMD JASA
DAN PERIKANAN KEUANGAN DAN ANEKA
USAHA
KASUBBAG ANALIS KASUBBAG BUMD AIR
EKONOMI MIKRO KASUBBAG MINUM, LIMBAH DAN
PERTAMBANGAN DAN SANITASI
LINGKUNGAN HIDUP
KASUBBAG TATA USAHA KASUBBAG SUMBER KASUBBAG BADAN
BIRO DAYA ENERGI DAN AIR LAYANAN UMUM
DAERAH
3. Tupoksi

a. Tugas Pokok

Adapun tugas pokok dan fungsi dapat dijelaskan oleh beberapa hal

sebagai berikut :

Tugas Pokok Biro Perekonomian Setda Provinsi

Kalimantan Barat

sebagaimana tercantum dalam pasal 110 Peraturan Gubernur Kalimantan

Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
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BIRO PEREKONOMIAN
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Barat, yaitu Merumuskan kebijakan daerah di bidang perekonomian,
sumber daya alam serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Layanan Umum Daerah.

b. Fungsi

Mengacu kepada pasal 111 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor 77 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat,
maka Fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat
mempunyai fungsi :

a. Perumusan program kerja di bidang perekonomian;

b. Perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang kebijakan
perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

c. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi dibidang
perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan koordinasi dibidang perekonomian, sumber daya alam,

BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perekonomian, sumber daya
alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

g. Pelaksanaan fungsi lain di bidang perekonomian yang diserahkan oleh
Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Perekonomian dan

Pembangunan.

Adapun Tugas Pokok dari masing-masing entitas dari Bagan Struktur

Organisasi Biro Perekonomian diatas yang tertuang dalam Peraturan Gubernur
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BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Biro Perekonomian mempunyai tugas memimpin, membina,
memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan
mengendalikan kegiatan serta mengkoordinasikan kebijakan perangkat
daerah di bidang perekonomian.

2. Bagian Kebijakan Perekonomian, mempunyai tugas menyiapkan bahan,
merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah dibidang
analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro, dan tata usaha biro, serta
bertanggungjawab memimpin  seluruh  kegiatan pelayanan serta

administrasi.

3. Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan,
merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah dibidang
sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,
pertambangan dan lingkungan hidup, energi dan air serta

bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi.

4. Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah
Sarana Perekonomian Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan,
merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah dibidang
Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum daerah serta
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta

administrasi.

5. Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro mempunyai tugas mengumpul,
mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang
analisis ekonomi makro serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai

tugas dan fungsinya.

6. Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro mempunyai tugas mengumpul,
mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang
analisis ekonomi mikro ketahanan pangan dan peternakan serta

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
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BIRO PEREKONOMIAN
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Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan urusan dan
pelayanan ketatausahaan Biro.

Sub Bagian Sumber Daya Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas mengumpul,
mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang
sumber daya alam pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan,
kelautan dan perikanan serta ketahanan serta mengendalikan pelaksanaan

kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Sumber Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup Energi
dan Sumber daya Mineral mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan
merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang sumber daya
pertambangan dan lingkungan hidup serta mengendalikan pelaksanaan

kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Sumber Daya Energi dan Air mempunyai tugas mengumpul,
mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang
sumber daya alam energi dan air serta mengendalikan pelaksanaan

kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan
kebijakan pemerintah daerah dibidang badan usaha milik daerah jasa
keuangan aneka serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas

dan fungsinya.

Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan
kebijakan pemerintah daerah dibidang badan usaha milik daerah air
minum, limbah dan sanitasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan

sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas mengumpul,
mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang
badan layanan umum milik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan

sesuai tugas dan fungsinya.
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Sedangkan Fungsi dari masing-masing entitas dari Bagan Struktur
Organisasi Biro Perekonomian diatas yang tertuang dalam Peraturan Gubernur
Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Biro Perekonomian
a. Perumusan program kerja di bidang perekonomian;

b. Perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang kebijakan
perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi dibidang
perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan koordinasi dibidang perekonomian, sumber daya alam,
BUMD dan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi dibidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya
alam, BUMD dan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

g. Pelaksanaan fungsi lain dibidang perekonomian dan diserahkan oleh
Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Perekonomian dan
Pembangunan

2. Bagian Kebijakan Perekonomian
a. Penyusunan Program kerja di Bagian Kebijakan Perekonomian;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang analisis

ekonomi makro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
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BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang analisis
ekonomi mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
. Pelaksanaan kegiatan urusan dan pelayanan ketatausahaan Biro;

. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang analisis
ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha biro sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

. Pengkoordinasian dan fasilitas dengan perangkat daerah terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang analisis ekonomi mikro, analisis
ekonomi makro dan tata usaha biro sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang analisis
ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha biro sesuai
ketentuan perundang-undangan;

. Pembinaan dan Pengawasan dibidang analisis ekonomi makro, analisis

ekonomi mikro, dan tata usaha biro sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

I. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan

dengan tugas dan fungsi dibidang analisis ekonomi makro, analisis
ekonomi mikro, dan tata usaha biro sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi dibidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi
mikro, dan tata usaha biro sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

. Pelaksanaan fungsi lain dibidang analisis ekonomi makro, analisis

ekonomi mikro, dan tata usaha biro yang diserahkan oleh Kepala Biro

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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3. Bagian Sumber Daya Alam
a. Penyusunan program kerja Bagian Sumber Daya Alam;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang sumber
daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah
dibidang sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah di
bidang sumber daya energi dan air sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang sumber

daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Pengkoordinasian dan fasilitas dengan perangkat daerah terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang sumber daya alam sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang sumber

daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Pembinaan dan Pengawasan dibidang sumber daya alam sesuai

peraturan perundang-undangan;

i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan
dengan tugas dan fungsi dibidang sumber daya alam sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi dibidang sumber daya alam sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan fungsi lain dibidang sumber daya alam yang diserahkan oleh Kepala

Biro sesuai ketentuan pertauran perundang-undangan
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4. Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah

a. Penyusunan program kerja Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan
Badan Layanan Umum Daerah;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang badan
usaha milik daerah, jasa keuangan dan aneka usaha sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang badan
usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang badan

layanan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang badan
usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

f. Pengkoordinasian dan fasilitas dengan perangkat daerah terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang badan usaha milik daerah dan
badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

g. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang badan
usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

h. Pembinaan dan Pengawasan dibidang badan usaha milik daerah dan
badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi dibidang badan usaha milik daerah dan badan layanan

umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan
dengan tugas dan fungsi dibidang badan layanan umum daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;
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k. Pelaksanaan fungsi lain dibidang badan usaha milik daerah dan badan
layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

5. Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro

a. Penyusunan rencana kerja di Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro;

b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah
daerah dibidang analisis ekonomi makro sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional
dan pelaksanaan pada Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang analisis ekonomi makro sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang analisis

ekonomi makro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang analisis ekonomi makro

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan

fungsi dibidang analisis ekonomi makro;

h. Pelaksanaan tugas lain dibidang analisis ekonomi makro yang
diserahkan oleh Kepala bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

6. Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro

a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro;

b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan

pemerintah daerah dibidang analisis ekonomi mikro sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;
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c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional
dan pelaksana pada Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat terkait terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang analisis ekonomi mikro sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang analisis

ekonomi mikro sesuai peraturan perundang-undangan;

f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang analisis ekonomi mikro

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan
fungsi dibidang analisis ekonomi mikro sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

h. Pelaksanaan tugas lain dibidang analisis ekonomi mikro yang
diserahkan oleh kepala bagian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

. Sub Bagian Tata Usaha Biro

a. Penyusunan rencana kerja di sub bagian Tata Usaha Biro;

b. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kegiatan Biro;

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional

dan pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha Biro;

d. Pelayanan administrasi kepegawaian, pelayanan administrasi keuangan
meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem
akuntansi dan pelaporan, pelayanan administrasi umum meliputi
ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset,
kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta

pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;

e. Pelaksanaan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian

peraturan perundang undangan lingkup biro;
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f. Pengumpulan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA,
DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKP, dan LPPD lingkup biro, pengolahan bahan
tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro, perencanaan
pemeliharaan perlengkapan biro;

g. Pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta

pembinaaan Pegawai ASN di lingkungan biro;

h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi
ditatausaha biro;

I. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata
Usaha biro;

J. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan

fungsi Sub Bagian Tata Usaha Biro;

k. Pelaksanaan fungsi lain dibidang ketatausahaan yang diserahkan oleh

Kepala Bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

|. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang kelautan
dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;
8. Sub Bagian Sumber Daya Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Sumber Daya Pertanian,

Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;

b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan
pemerintah daerah dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan,
perkebunan, peternakan, kelautan, dan perikanan, serta ketahanan

pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional
maupun pelaksana pada Sub Bagian Sumber Daya Pertanian,
Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, dan Perikanan serta

Ketahanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang sumber daya
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Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, Perikanan
dan Ketahanan Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang Sumber
Daya Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, Kelautan,
Perikanan dan Ketahanan Pangan sesuai peraturan perundang-

undangan;

f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Sumber Daya Alam
Pertanian, Kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan
dan ketahanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas dan
fungsi dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perkebunan,
peternakan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Pelaksanaan fungsi lain dibidang sumber daya alam pertanian,
kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan dan

ketahanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sub Bagian Sumber Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Sumber Daya

Pertambangan dan Lingkungan Hidup;

Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan Kkebijakan
pemerintah daerah dibidang Sumber Daya Pertambangan dan
Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat
fungsional maupun pelaksana pada Sub Bagian Sumber Daya
Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;
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c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Sumber Daya
Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

d. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang
Sumber Daya Sumber Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup

sesuai peraturan perundang-undangan;

e. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian
berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Sumber
Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas
dan fungsi dibidang sumber daya Sumber Daya Pertambangan dan

Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pelaksanaan fungsi lain dibidang sumber daya Sumber Daya
Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

h. Pelaksanaan fungsi lain dibidang sumber daya Pertambangan dan

Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Sub Bagian Sumber Daya Energi dan Air
a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Daya Energi dan Air;

b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan
pemerintah daerah dibidang sumber daya energi dan air sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional
dan pelaksana pada Sub Bagian Energi dan air sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah,
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang sumber daya energi

dan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
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e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang sumber

daya energi dan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang sumber daya

energi dan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan
fungsi dibidang sumber daya energi dan air sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

h. Pelaksanaan fungsi lain dibidang sumber daya energi dan air yang
diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
11. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah

Keuangan dan Aneka Usaha,;

b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan
pemerintah daerah dibidang badan usaha milik daerah jasa keuangan

dan aneka usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional
maupun pelaksana pada Sub Bagian badan usaha milik daerah jasa
keuangan dan aneka usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang badan usaha milik
daerah jasa keuangan dan aneka usaha sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang badan
usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

f.  Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepala bagian berkenaan

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang badan usaha milik
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daerah jasa keuangan dan aneka usaha sesuai ketentuan peraturan

perudang-undangan;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan
fungsi dibidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka

usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Pelaksanaan fungsi lain dibidang badan usaha milik daerah jasa
keuangan dan aneka usaha yang diserahkan oleh Kepala Bagian

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sub Bagian Badan Usaha Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi

a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah
Air Minum, Limbah dan Sanitasi;

b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan
pemerintah daerah dibidang badan usaha milik daerah air minum, limbah

dan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat
fungsioanal maupun pelaksana pada Sub Bagian Badan Usaha Milik
Daerah Air Minum, Limbah dan sanitasi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang badan usaha milik daerah air
minum, limbah dan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dibidang badan
usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang badan usaha
milik daerah air minum, limbah dan sanitasi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

Laporan Kinerja Tahunan 2021 % Hal. 19




BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan
fungsi dibidang badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Pelaksanaan fungsi lain dibidang usaha milik daerah air minum, limbah
dan sanitasi yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai peraturan

perundang-undangan.
. Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah
a. Penyusunan rencana kerja Sub bagian Badan Layanan Umum Daerabh;

b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan
pemerintah daerah dibidang Badan Layanan Umum Daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional
maupun pelaksana pada Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang badan layanan umum
daerah usaha milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan di provinsi dibidang badan

layanan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang badan
layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan
fungsi dibidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka

usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Pelaksanaan fungsi lain dibidang badan layanan umum yang diserahkan

oleh Kepala Bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat,

adalah sebagai berikut :

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Biro Perekonomian

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat per tanggal 31 Desember

2021 didukung oleh 42 (empat puluh dua) orang pegawai dan 2 (dua) orang

Pegawai Tidak Tetap/Kontrak. Adapun komposisi Sumber Daya Manusia

yang ada di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, sebagai

berikut :

Data Pegawai menurut

Kualifikasi Pendidikan

Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat

Struktur

Organisasi

Berdasarkan

: Kualifikasi Pendidikan
No LGRS [PE e G2 SLTP | SLTA | D1 | D2 | D3 | s1S2 |53 | M-
1 | Kepala Biro - - - - - 1 - - 1
2 | Kebijakan Perekonomian (Kepala) i - - - - - 1 - 1
= Subbag Analisis Ekonomi Makro i - - - - 2 | 1 - 3
» Subbag Analisis Ekonomi Mikro i - - - 1 1 2 - 4
» Subbag Tata Usaha 1 6 - - 1 2 - - 10
3 | Bagian Sumber Daya Alam
- - - - - - 1 - 1
(Kepala)
= Subbag Sumber Daya
Pertanian, Kehutanan, Kelautan, - 1 - - - 2 1 - 4
dan Perikanan
= Subbag Sumber Daya
Pertambangan dan Lingkungan - - - - - 1 2 - 3
Hidup
= Subbag Sumber Daya Energi
. - - - - - 2 - - 2
dan Air
4 | Bagian Badan Usaha Milik Daerah
dan Badan Layanan Umum - - - - - 1 - - 1
Daerah (Kepala)
= Subbag BUMD Jasa Keuangan
dan Aneka Usaha - 2 - - - 1 1 - 4
Laporan Kinerja Tahunan 2021 % Hal. 21




BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

= Subbag BUMD Air Minum, 1 ) ) ) 5 ) ) 3
Limbah dan Sanitasi )
= Subbag BLUD } - - - - 1 -
Fungsional Khusus ) - - - - 2 1 - 3
Total 1 10 O | 0| 2 |18 (11| 0 | 42
Data Pegawai menurut Struktur Organisasi Berdasarkan Pangkat/Golongan
Biro Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
No Tugas Pokok/Bagian Vi Pangllrlat GoI?Ingan i JML
1 Kepala Biro 1 - - - 1
2 Bagian Kebijakan Perekonomian (Kepala) 1 - - - 1
= SubBag Analisis Ekonomi Makro - 3 